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PENUTUP

1.1 Simpulan

Hasil dari penelitian Pengelolaan Dana Desa yang dilaksanakan oleh

PemerintahDesa Waluhu Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango dapat

disimpulkan sebagai berikut:

1.

Pengelolaan Dana Desa di Desa Waluhu telah sesuai dengan perundang-
undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku. Hal itu dapat dilihat dari
proses pengelolaannya yang melibatkan masyarakat mulai dari tahap
perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban. Namun dibalik
pengelolaan dana desa yang baik itu, masih rendahnya pengetahuan
masyarakat terhadap kebijakan dana desa menjadi salah satu
permasalahan.

Pelaksanaan Pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Waluhu
dalam pengelolaan dana desa belum sepenuhnya optimal. Hal ini
dikarenakan desa belum memiliki media informasi digital. Selain itu juga
pemerintah desa tidak menyediakan yang namanya papan informasi di
kantor desa dan hanya menggunakan baliho APBDes.

Dalam hal pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Desa Waluhu

secara teknis maupun administrasi sudah baik.
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4. BPD dalam menjalankan tugasnya sudah berjalan dengan baik dan
optimal, yang didukung oleh faktor pengalaman dan keterbukaan baik
dengan pemerintah maupun dengan masyarakat.

1.2 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan proses penyusunan penilitian ini, terdapat beberapa

keterbatasan penelitian. Adapun keterbatasan itu sebagai berikut:

1. Penelitian hanya memfokuskan pada pengelolaan dana desa sehingga
hanya membahas mengenai Pengelolaanya saja sedikit membahas
mengenai transparansi pemerintah desa dalam hal pengelolaan dana desa.

2. Penelitian ini hanya menggunakan beberapa sampel dan tidak
menggunakan keseluruhan sampel yang ada di pemerintah desa.

1.3 Saran

Berdasarkan informasi-informasi yang telah didapatkan oleh peneliti

selama proses penelitian, berikut saran yang dapat diberikan oleh peneliti.

1. Pemerintah desa perlu melakukan sosialisasi mengenai kebijakan
pengelolaan dana desa kepada masyarakat, agar masyarakat dapat
mengetahui implementasi penggunaan dana desa. Sehingga Usulan yang
mereka berikan lebih terarah.

2. Agar keuangan desa stabil, BPD harus memberikan pengawasan lebih
untuk pengelolaan dana desa agar dapat melahirkan pengelolaan dana desa

yang akuntabel dan transparan
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3. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya agar dapat lebih memperhatikan
program-program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa yang
tertuang dalam realisasi anggaran supaya penelitian selanjutnya dapat
memberikan gambaran yang lebih spesifik

4. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat menambahkan jumlah sampel,tidak
hanya pada perangkat desa namun juga melibatkan masyarakat agar hasil

penelitian yang dihasilkan lebih akuntabel dan transparan.
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